PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JI. Anmad Yani No. 6 A Pontianak Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 712630 Fax 712630 Pos-el disnakertrans@kalbarprov.go id
Laman http.//iwww disnakertrans kalbarprov go id

Pontianak, 15 Desember 2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Kapuas Hulu

di
Putussibau
SURAT PENGANTAR
Nomor ; 500.15.14.1/ 1035 INAKERTRAN.C
No Uraian Jumlah Keteranagan
1. | SK Gubernur Kalimantan Nomor 1 (satu) Disampaikan dengan hormat
942/NAKERTRAN/2024 tanggal Exemplar | untuk dipergunakan
17 Desember 2024 tentang sebagaimana mestinya
Penetapan UMK Kapuas Hulu
Tahun 2025
a.n. Gubernur Kalimantan Barat
KepalgBinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Drs. Hermgnus, M.Si.
Pembina Ulama Madya
NIP. 19700313 199010 1 001
Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Rl di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat;
3. Bupati Kapuas Hulu.
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GUBERNUR KALIMANTAN BARA'

KEPUTUSAN GUDERNUR KALIMANTAN HHAKRA
NOMOR 942 /NAKERTRAN/ 2024

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN KAPUAS HULL
TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Memimbang a. bahwa untuk menjaga daya bel pekerga/burul disn daya
samng usaha v Provinsi Kalimantan Barat perla adanya
penetapan upah minimum setiap tahunnyis,

b bahwa penctapan upah minimum sebagisimania ditnaksad
dalam huruf a, perlu memperhatikan formala perhitvingan
upah  minimum  dengan  mempertimbangkan kondis
ekonomi melalui variabel pertumbuhan ekonomi dan
inflasi serta kondisi  ketenagakerjan  melalur  indeks
tertentu yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupalion
Kabupaten Kapuas Hulu;

¢. bahwa sesual hasil rapat Dewan Pengupahan Dacrial
Kabupaten Kapuas Hulu telah disepakati besaran Upah
Minimum Kabupaten dan Upah Mimimum  Sektoral
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, yang selanjutnya
diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan,

d. bahwa berdasarkan pertumbangan sebagaimana  yang
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka
Upah Minimum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025,
perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan,

Mengingat ;1. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kal)
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang  Penctapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerji
Menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemernintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 temtang Cipta Kerja
menjadi Undang Undang  (lLembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 6556),
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3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 069, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6780);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6899);

o

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 917);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 3);

7. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 40/DTKPT /2023,
tanggal 17 Januari 2023, tentang Pembentukan Dewan
Pengupahan Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2022-2025.

Memperhatikan : Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 500.15.14.1/3957/
DTKPT/TK, tanggal 12 Desember 2024, Hal Usulan Penetapan
Minimum Kabupaten (UMK) Kapuas Hulu Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan g

KESATU : Upah Minimum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, sebesar
Rp.2.924.501,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat
Ribu Lima Ratus Satu Rupiah).

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang berlaku
bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu)
tahun pada perusahaan yang bersangkutan,

KEEMPAT : Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun

atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
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KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1869/NAKERTRAN/2023
tanggal 29 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025
sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal |+ Desember 2024
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Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Kapuas Hulu di Putussibau;

Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak di Pontianak;

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak di Pontianak;

Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
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